
 
 

 
 
 
 

BUPATI GUNUNG MAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 

NOMOR  17   TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS 

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  

KABUPATEN GUNUNG MAS  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

BUPATI GUNUNG MAS, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 

ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah maka dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, 
Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan 
Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten 
Gunung Mas Tahun Anggaran 2024;    

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten 
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); 

SALINAN 
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5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 
2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR 

HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, 

ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN 

PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN 

GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024. 
 

Pasal I 

 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 
urusan Pemerintahan Daerah. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap 
Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang 
ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

10. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu dan sebagainya 
dengan pedoman yang ditetapkan. 

11. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 
spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 

12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau 
dirupakan dengan uang per satuan jenis barang. 

13. Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya produksi, 
bahan dan lainnya di luar keuntungan dan pajak. 

14. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik 
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang 
tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah. 

15. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Umum 
adalah penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang 
dan jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai jenis, spesifikasi 
dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam rencana kerja dan 
anggaran SKPD. 

16. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh 
Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta 
bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, 
dihitung dan diukur atau ditimbang. 

17. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum 
yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, 
pendapatan uang, data dan/atau saran. 

18. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa 
yang berlaku didaerah; 

19. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/ 
jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di daerah; 

20. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga komponen kegiatan fisik/ 
non fisik melalui analis yang distandarkan untuk setiap jenis 
komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga 
sebagai elemen penyusunannya; dan 

21. Analis Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas 

beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu 
kegiatan. 
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Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan, 

Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan 
Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 
2024. 

(2) Standar Harga Satuan merupakan biaya setinggi-tingginya atau harga 
tertinggi dari suatu Barang/Jasa secara mandiri maupun gabungan 
yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah 
termasuk keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk 
honorarium. 

(3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa/upah Pemerintah Daerah 
Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam 
rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kerja dan 
anggaran SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2024. 
 

Pasal 3 

(1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum, meliputi: 

a. Satuan biaya honorarium; 
b. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa 

acara profesional; 
c. Satuan biaya perjalanan dinas; 
d. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; 
e. Satuan biaya konsumsi rapat 
f. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;  
g. Satuan biaya pemeliharaan; dan 
h. Satuan harga dan biaya umum lainnya; 

(2) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 4 

(1) Standar Harga Satuan barang serta standar biaya umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran SKPD dan pelaksanaan APBD serta bukan 
untuk menyusun harga perkiraan sendiri. 

(2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan barang dan jasa 
serta standar biaya umum berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; 
b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 
c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas. 
 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan barang dan jasa  
serta standar biaya umum berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 
b. estimasi merupakan prakiraan biaya tertinggi yang dapat 

dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan 

harga pasar. 
 

Pasal 5 

(1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di 
bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan 





 

 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 

NOMOR  17   TAHUN 2023 
PERATURAN BUPATI TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN, 
STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS 

STANDAR BIAYA DAN HARGA 

SATUAN PELAKSANAAN 
PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG 
MAS  

 
STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS 

STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH 

KABUPATEN GUNUNG MAS 

 

Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas 
berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden 
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ini 
digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. 

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai 
batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan 
anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari: 

1. satuan biaya honorarium;  

2. satuan biaya perjalanan dinas;  

3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;  

4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan 

5. satuan harga dan biaya umum lainnya. 

Seluruh harga yang tercantum dalam Lampiran I dalam Peraturan Bupati 
ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM  

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

Honorarium dapat diberikan antara lain kepada:  

1. Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 

2. Tugas jaga pada RSUD Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap di 
Kecamatan. Honorarium tugas jaga diberikan berdasarkan 
keputusan/surat tugas/jadwal yang ditetapkan oleh direktur 

RSUD Kuala Kurun dan Kepala Puskesmas Rawat Inap yang 
bersangkutan. 

3. Narasumber atau Pembahas. Honorarium narasumber atau 
pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, 
Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi 
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NO. 
URAIAN 

KELOMPOK 

BARANG 

SPESIFIKASI SATUAN 
HARGA 
SATUAN 

(Rp.) 

rapat/pertemu
an 

Setingkat Kepala  
Daerah/ Eselon I 

109 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Fullday 
Setingkat Kepala  
Daerah/ Eselon I 

OP 438.700 

110 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Residence 
Setingkat Kepala  
Daerah/ Eselon I 

OP 724.300 

111 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Fullboard 
Setingkat Kepala  
Daerah/ Eselon I 

OP 1.141.400 

112 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Halfday 
Setingkat Eselon II 

OP 218.000 

113 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Fullday 
Setingkat Eselon II 

 

OP 306.300 

114 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Residence 
Setingkat Eselon II 

 

OP 524.300 

115 

Beban Sewa 
ruang 
rapat/pertemu
an 

Kegiatan Rapat atau Pertemuan 
di Luar Kantor Paket Fullboard 
Setingkat Eselon II 

 

OP 928.800 

116 

Beban 
Honorarium 
Non Pegawai 
Lainnya  

Honorarium Penceramah OJP 909.100 

 

Keterangan: 
OJ : Orang/Jam 
OH : Orang/Hari 

OB : Orang/Bulan 
OT : Orang/Tahun 

OP : Orang/Paket 
OK : Orang/Kegiatan 
OR : Orang/Responden 

Oter : Orang/Terbitan 
OJP : Orang/Jam Pelajaran 

BUPATI GUNUNG MAS, 
 

                                                                                   TTD 
 

 
 JAYA SAMAYA MONONG 



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS 
NOMOR  17   TAHUN 2023 
PERATURAN          BUPATI        TENTANG  

STANDAR   SATUAN   HARGA,   STANDAR  
BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA  
DAN   HARGA   SATUAN    PELAKSANAAN  
PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS  

 

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS 
STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM 

PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai 
satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat 
dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi 
sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui 
dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti 
pertanggungjawaban yang terdiri atas:  

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa 
acara profesional;  

2.  Satuan biaya perjalanan dinas;  

3.  Satuan biaya konsumsi rapat;   

4. Satuan biaya pemeliharaan; dan 

5. Satuan harga dan biaya umum lainnya. 

Seluruh harga yang tercantum dalam Lampiran II dalam Peraturan 
Bupati ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

A. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA 
ACARA PROFESIONAL  

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa 
acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang 
mempunyai keahlian dan atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ 
atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, 
sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Pemberian 
honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara 
profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi 
besaran standar honor sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran 

riil (pembiayaan secara at cost). 

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS  

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP)  

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya 
untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari 
bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang 
digunakan dalam perencanaan anggaran. 

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan 
melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti 
pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).  
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NO. 
URAIAN 

KELOMPOK 

BARANG 

SPESIFIKASI SATUAN 
HARGA 
SATUAN 

(Rp.) 

11. 
Beban Jasa 
Penyelenggar
aan Acara 

Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja 
Jasa Penyelenggaraan Acara 

Kegiatan yang bersifat 
mengumpulkan banyak peserta 

dalam bentuk pelatihan, 
sosialisasi, bimtek, workshop, 
Focus Group Discussion (FGD) 

dan lain-lain 

Kegiatan 21.484.970 

12. 
Beban Jasa 
Penyelenggar
aan Acara 

Biaya Variabel (Variable Cost) 
Belanja Jasa Penyelenggaraan 
Acara Kegiatan yang bersifat 

mengumpulkan banyak peserta 
dalam bentuk pelatihan, 

sosialisasi, bimtek, workshop, 
Focus Group Discussion (FGD) 

dan lain-lain 

Peserta/ 
Hari 

46.440 

 

Keterangan : 

OB : Orang/ Bulan 
OK : Orang/ Kegiatan 
 
 

BUPATI GUNUNG MAS, 

 

               TTD 
 

 
JAYA SAMAYA MONONG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


